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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus 

cita-cita bangsa dan sumber daya manusia di masa depan. Untuk 

mencapai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan 

beretika, diperlukan pembinaan dan perlindungan yang 

berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang 

jasmani, rohani, sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan 

yang dapat merugikan mereka (anak) dan menghadapi masalah dan 

tantangan seks. . Terkadang terjadi penyimpangan perilaku di 

masyarakat yang menjadikan anak sebagai sasaran kejahatan, tanpa 

memandang status sosial dan ekonominya.  

    Dalam hal ini, anak menjadi korban karena ia terbatas dalam 

pengalaman dan sebaliknya. Selain itu, ada anak-anak yang karena 

alasan tertentu tidak memiliki kesempatan untuk dirawat secara fisik, 

mental dan sosial. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang 

dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

upaya-upaya untuk melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. 

Pelanggaran hak anak oleh orang lain, termasuk orang dewasa.
1
 

Ada peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat dalam 

melindungi anak, termasuk lembaga perlindungan anak, agama, LSM, 
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organisasi berbasis masyarakat, organisasi sosial, bisnis, media massa 

dan bahkan peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan hak asasi manusia 

tersebut sesuai dengan kewajibannya menurut hukum.
2
 

 Hak anak diatur oleh undang-undang di setiap negara, tidak 

terkecuali Indonesia dalam hal ini. Negara memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan jaminan konstitusional bagi kesejahteraan anak 

dalam UUD 1945. Berawal dari produk dan produk hukum nasional, 

berbagai produk hukum tersebut dikeluarkan dan disahkan secara 

hierarkis, yang menjadi dasar kebijakan dan pedoman penanganan anak 

di Indonesia. Hukum yang disetujui oleh Indonesia. 

Banyak pembahasan tentang perlindungan anak dalam 

berbagai peraturan, baik dalam undang-undang, agama atau ajaran 

budaya, namun dengan perkembangan zaman, pelanggaran 

perlindungan anak masih meningkat dari tahun ke tahun, karena 

peraturan kurang kejelian, sehingga banyak Mereka sering dianggap 

sebagai masalah baru. Di antara berbagai isu perlindungan anak, salah 

satu hambatan yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan 

mereka adalah dampak negatif dari akses melalui Internet atau media 

sosial yang dapat diakses oleh anak-anak, seperti pornografi. 

Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Pasalc 1 ayatc (c1) Tentang 

cPornografi, “Pornografic adalah cgambar, csketsa, cilustrasi, cfoto, teks, 

csuara, cbunyi, gambarc cbergerak, canimasi, ckartun, dialog, gerakc ctubuh, 

atauc bentukc informasi clainnya. Melaluic berbagai bentukc media 

komunikasic dan/atauc pertunjukanc publik, yangc mengandung 
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kecabulanc atau eksploitasic seksual yangc melanggar normacs etika dan 

sosial".
3
 

Pornografi adalah perbuatan yang tidak menjunjung tinggi 

harga diri pelaku, keluarga dan masyarakat, merupakan perbuatan yang 

mencemarkan nama baik, mencemarkan, merugikan diri sendiri dan 

orang lain, dan dalam konteks ini pornografi mempunyai dampak 

negatif yang sangat nyata dan mengkhawatirkan. seringnya seks bebas, 

pelecehan, seks menyimpang, penyebaran HIV ( AIDS ), bahkan 

pembunuhan yang banyak dialami. 

Kejahatan pornografi di media sosial adalah kejahatan yang  

dimediasi oleh internet, baik itu melibatkan, menampilkan atau 

menyebarkan media apapun yang bersifat seksual atau pornografi untuk 

tujuan gairah.4 

Dalam UU No 44 Tahun 2008 tersebut juga mengatur tentang 

perbuatan yang dilarang terkait pornografi. Larangan dan pembatasan 

terkait pornografi tertuang dalam Bab II mulai dari Pasal 4 sampai 

Pasal 14.  

Perlindungan anak dari pornografi diatur dalam pasal 15 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi yang 

menyatakan : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari 

pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi 

pornografi”.
5
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Tugas inic menjadic tanggung jawab cpemerintah, lembagac 

csosial, lembagac cpendidikan, lembagac ckeagamaan, keluargac dan/atauc 

masyarakatc untuk memberikanc pembinaan, bantuan dan rehabilitasi 

csosial, kesehatanc fisikc dan mentalc kepada setiapc korban atauc pelaku 

cpornografi. 

Perlindunganc hukum anakc dari pornografic media sosialc 

menjadi perhatian. Secara moral, kita sekarang memasuki c era cbaru, erac 

globalisasic dan cmodernisasi, dan seiring berjalannyac era baruc cini, 

masyarakat benar-benar berubah secara cekonomi, csosial, danc cbudaya. 

Perubahanc tersebut disebabkanc oleh prosesc cglobalisasi, yang sebagaic 

konsekuensi tak terhindarkan dari perkembangan teknologi informasi, 

dapatc merusak moralc cseseorang, terutama canak-anak yangc tidak dapat 

menyaringc informasi yangc cbenar.
6
 

Ketika orangc dewasa melihatc atau mendengarc atau 

menyentuhc pornografic dan/atauc cpornoaksi, mereka akanc berbeda 

denganc anak-anakc atau anakc di bawah umur. Orang dewasa masih bisa 

mengendalikanc diri daric pornografic dan/atauc pornoaksi dibandingkanc 

dengan orangc yang belumc dewasac terutama anak-anak yangc mendekati 

usiac cremaja, remaja lebihc rentan terhadap pornografic atau cpornoaksi, 

baikc cdilihat, didengarc cdan/atau disentuhc cmereka.  

Menurut Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 

jumlah kasus pornografi yang melibatkan anak sebagai korban semakin 
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meningkat dari tahun ke tahun. KPAI telah menyelesaikan pendataan 

anak hingga tahun 2020. 

Jumlah kasus pornografi yang melibatkan anak-anak semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. 322 kasus di tahun 2014, naik 463 

kasus di tahun 2015, naik 587 kasus di tahun 2016, naik 608 kasus di 

tahun 2017, 679 kasus puncak di tahun 2018,
7
 hanya terjadi penurunan 

236 kasus di tahun 2019,
8
 kemudian meningkat hingga 526 kasus. 

kasus pada tahun 2020.
9
 

Untuk pembahasan lebihc clanjut, dalamc penelitian inic penulis 

melakukanc penelitianc yang berjudul“Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di 

Media Sosial (Analisis UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi)". 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanc latar belakangc di catas, makac dapat dirumuskanc 

permasalahan sebagaic cberikut : 

1. Bagaimana Urgensi UU no 44 Tahun 2008 Pasal 4 sd 16 

Tentang Pornografi Dalam Memberikan Perlindungan c Hukum 
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Terhadapc Anak Sebagaic Korban Tindakc Pidanac Pornografi dic 

Media Sosial? 

2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadapc Anak Sebagai Korban 

Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial ?  

 

C. Fokus Penelitian  

Untukc lebih terarahnyac pokok permasalahan penelitianc cini, 

makac penulisc memfokuskan permasalahan pada pebahasan mengenai 

bagaimana Urgensi UU no 44 Tahun 2008 Pasal 4 sd 16 Tentang 

Pornografi dalam Memberikan Perlindunganc Hukum Terhadapc Anak 

Sebagaic Korban Tindakc Pidanac Pornografi dic Media Sosial dan 

Implikasi Hukumnya Terhadapc Anak  

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapunc tujuan  yangc ingin dicapaic penulisc dalam penelitianc 

karya ilmiah inic yaitu :  

1. Untukc mengetahuic Urgensi UU no 44 Tahun 2008 Pasal 4 sd 

16 Tentang Pornografi Dalam Memberikan Perlindunganc 

Hukum Terhadapc Anak Sebagaic Korban Tindakc Pidanac 

Pornografi dic Media Sosial. 

2. Untukc mengetahui Implikasi Hukum Terhadapc Anak Sebagai 

Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan cpenelitian, penelitianc ini diharapkanc 

dapat bermanfaatc bagi banyakc orang baikc secara teoritisc maupun 

cpraktis, yaitu : 
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1. Manfaatc teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat 

menginformasikan kepada mahasiswa khususnya di bidang 

penelitian tentang urgensi UU No. 44 tahun 2008 tentang 

Pornografi dari kejahatan pornografi di media sosial padac 

canak. 

2. Manfaatc cpraktis, penulis berharap hasilc penelitian inic dapatc 

menambah pengetahuanc masyarakat tentang bagaimana 

melindungi anak sebagai korban pornografi media sosial. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitianc yang akanc penulis 

clakukan, maka dicantumkan beberapac penelitian terdahulu yang 

relevan denganc penelian cini:  

1. Skripsi karya, Amita Puspa Wijayanti yang merupakan 

mahasiswan Fakultasc cHukum, Universitasc Muhammadiyah 

cSurakarta, tahunc 2009 yangc berjudul “Kebijakanc Legislatif 

Tentangc Perlindungan Anakc Terhadap cPornografi”. Skripsic 

secara khusus menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan 

legislatif atau pemerintah tentang perlindungan anak terhadap 

pornografi .
10

 

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu 

sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

anak dan pornografi.  

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian saya yaitu fokus 

penelitiannya. Dalam skripsi tersebut memfokuskan penelitian 
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pada masalah perlindungan anak terhadap bagaimana 

kebijakan pemerintah tentang pornografi sedangkan dalam 

penelitian ini membahas masalah perlindungan anak sebagai 

korban  pornografi di media sosial. 

2. Skipsi karya  Muhammad Wahyudi Arifin, yang merupakan 

mahasiswa Jinayah Siyasah, Fakultasc Syari’ah Universitasc 

Islam Negeric Sunan Kalijagac Yogyakarta tahunc 2009c yang 

berjudulc “Perlindunganc Hukum Atasc Anak Korbanc Kekerasanc 

(Analisisc Pasal 80c UU Tahunc c2002)”. Skripsic inic secara 

khususc menjelaskanc mengenai perlindungan hukum terhadapc 

anak korbanc kekerasan dalamc pasal 80c UU cNo. 23c tahun 2002c 

tentang perlindunganc canak. Yaitu baik UUc No. 23c Tahun 

2002c tentang perlindunganc anakc maupun hukum islam tidakc 

tidak dibenarkanc para pelakuc kekerasan anakc baik yangc 

disengajac maupun yang  tidakc disengaja csama-samac telah 

menafikanc hak-hakc yang dimilikic oleh anakc ctersebut.
11

 

Persamaanc dalam penelitianc ini denganc penelitian sayac yaitu 

csama-samac membahasc tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

anak.  

Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian saya juga  

pada fokus penelitiannya. Dalam skripsi tersebut memfokuskan 

penelitian terhadap masalah perlindungan atas anak korban 

kekerasan sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah 
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perlindungan anak sebagaic korban tindakc pidanac pornografi dic 

media cssosial . 

3. Skripsi karya Ahmadi Oktavebri, yang merupakan mahasiswa 

Programc Studi Hukumc cPidana, Fakultasc Hukum Universitasc 

Sriwijayac Tahun 2019, yang berjudul “Perlindunganc Hukum 

Terhadapc Anak Korbanc Sekaligus Saksic Dalam Tindakc 

Pidana Kekerasanc di Kotac cPalembang”. Skripsic ini 

menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan c hukum 

terhadapc anak korbanc sekaligus saksic dalam tindakc pidana dic 

kota cpalembang.
12

 

Persamaanc dalam penelitianc ini denganc penelitian sayac yaitu 

csama-samac membahas tentangc Perlindungan Hukumc 

Terhadap canak.  

Perbedaan dalamc skripsic tersebut dengan penelitian saya juga 

terletak pada fokus penelitiannya. Dalam skripsi tersebut 

memfokuskan penelitian terhadap masalah yang berkaitan 

dengan perlindungan perlindunganc hukum terhadapc anakc 

sekaligus korbanc tindak pidanac sedangkan dalamc penelitian 

inic membahas masalah perlindunganc anak sebagaic korban 

tindakc pidanac pornografi di media sosial. 

G. Kerangka Pemikiran  

1. Pengertian Anak  

 Menurut Pasalc 1 ayatc (c1) cUndang-Undangc No. 35c Tahun 2014c 

Tentang Perubahanc Atas cUndang-Undangc No. 23c Tahun 2002c 

                                                             
12

Ahmadi Oktavebri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang. (Skripsi, 

Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 

2019). 



10 

 

Tentang Perlindunganc Anakc menyebutkan bahwac “Anakc adalah setiapc 

orang dibawahc 18c (delapanc cbelas) c tahun, termasukc anak yangc masih 

dalamc ckandungan”.
13

 

2.  Pengertian perlindunganc Hukum  

Pengertianc perlindungan dalamc Undang-Undangc Nomor 13c 

Tahun 2006c tentang Perlindunganc Saksi danc Korbanc menjelaskan 

bahwac segala upayac untuk mewujudkan hakc danc memberikan bantuanc 

untuk memberikanc rasa amanc kepada saksic dan/atauc korbanc harus 

dilakukan olehc cpemerintah.
14

 

 

3.  Hukum Perlindunganc Anakc  

Sebagaimana dikutip oleh Irma Setyowati Soemantri, Hukum 

Perlindungan Anak terbagi menjadi dua : 

a. Secara garis besar, semua aturan itu melindungi mereka 

yang belum dewasa dan memungkinkan mereka 

berkembang. 

b. Dalam arti sempit, meliputi perlindungan hukum yang 

terdapat dalam ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan 

hukum acara.
15

 

4.  Pengertian Pornografi 

Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Pasalc 1 ayatc (c1) Tentang 

cPornografi, “Pornografic adalah cgambar, csketsa, cilustrasi, cfoto, teks, 

csuara, cbunyi, gambarc cbergerak, canimasi, ckartun, dialog, gerakc ctubuh, 

                                                             
1313

Anonimous, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,..., h. 3 
14

 Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok : 
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atauc bentukc informasi clainnya. Melaluic berbagai bentukc media 

komunikasic dan/atauc pertunjukanc publik, yangc mengandung 

kecabulanc atau eksploitasic seksual yangc melanggar normacs etika dan 

sosial".
16

 

5.  Definisic Media Sosialc 

Mediac sosial adalahc media yangc melibatkan teknologi berbasis 

internet berupa website dan aplikasi. Mediac berbasis teknologic internet 

inic mendorong danc memungkinkan penggunanyac untuk terhubungc 

dengan siapac csaja, baikc itu orangc terdekatc hingga orangc asing yangc 

belum pernahc mereka temui. 

Mediac sosial digunakanc sebagai mediac untuk berkomunikasic 

dan berbagic informasi denganc ckeluarga, cteman, danc orang lainc yangc 

berpikiran csama. Penggunac dapatc saling berkomunikasi melaluic fitur-

fiturc yang tersediac di mediac csosial, antara lain chatting, mengirim 

pesanc cpribadi, berkomentarc di kolomc yang ctersedia, danc dapat berbagic 

foto danc cvideo. Informasic yangc biasa dibagikanc di mediac sosial tidakc 

hanya informasic umum sepertic berita danc chiburan, tetapic juga 

informasic pribadi orangc lain sepertic cfoto, cvideo, danc identitas cdiri. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian dapat dipahami sebagai carac ilmiah untukc 

memperoleh datac dengan tujuanc dan kegunaanc ctertentu. 

1. Jenisc Penelitianc  

Metodec yang digunakanc dalamc penelitian inic adalah metodec 

teori hukum normatif, berupac studi ckepustakaan.
17

  Yaitu dengan 
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menggunakan referensi dari berbagai cbuku, cjurnal, danc peraturanc 

perundang-undangan yangc terkait denganc judul penelitianc cini. 

2. Pendekatanc Penelitianc  

Metodologi yangc digunakan dalamc penelitian inic adalah 

cperundang-undanganc (statue capproach), yaitu denganc mengkajic semua 

peraturanc perundang-undanganc yangc terkait denganc judul penelitianc 

cini.
18

 

3. Sumber Hukum Penelitian  

Dua sumber hukumc yang digunakanc dalam penelitianc ini, 

cyaitu: sumberc hukum primerc dan sumberc hukum csekunder. 

a. Sumberc Hukum Primerc (mandatory primary sources) yang 

digunakan adalah : UU cNo. 44c Tahun 2008c Tentang 

cPornografi.  

b. Sumber Hukum Sekunder (secondary sources) yang 

digunakan adalahc tulisan–tulisanc cilmiah, cjournal, cartikel, 

atauc buku–bukuc yang berhubunganc dengan judulc 

penelitianc tentang Perlindungan Hukum Terhadapc Anak 

Sebagaic Korban Tindakc Pidanac Pornografi di Media 

Sosial. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Metodec pengumpulan datac yang digunakanc dalamc penelitian 

inic adalahc penelitiancs kepustakaan, yaituc menelusuri berbagaic literatur 
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yangc berisi informasic yangc relevan denganc masalah yangc dibahasc 

dalam penelitian ini.
19

 

 

5. Teknikc Analisis Datac  

Metode analisisc yang digunakanc dalam penelitianc ini adalahc 

menggunakan analisisc deskriptifc kualitatif, yaitu denganc 

mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis cdokumen-

dokumenc yangc berisi informasic yang berkaitanc denganc subjek, cobjek, 

danc pertanyaan cpenelitian.
20

 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Agar lebih mudah memahami dan membahas masalah yang 

dikaji oleh penulis, maka dilakukan pembahasan secara sistematis 

dalam penelitian ini, antarac clain : 

Babc cpertama, cPendahuluan, cmeliputi : Latarc Belakangc 

Masalah, Rumusanc cMasalah, Fokusc cPenelitian, Tujuanc cPenelitian, 

Manfaatc cPenelitian, Penelitianc Terdahulu yangc cRelevan, Kerangkac 

cPemikiran, Metodec cPenelitian, dan Sistematikacs cPembahasan.  

Bab kedua, Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian Pornografi  

meliputi : Pengertian Pornografi Secara Umum dan Pengertian 

Pornografi di dalam Hukum Pidana, Jenis-Jenis Pornografi, Pornografi 

di Media Sosial, Pengertian Hukum Pidana, Pengertianc Anak cseperti : 
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Conny R. Semiawan, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Jakarta : Grasindo, 

2004), h. 7 
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Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, “Metode Penelitian 

Hukum”, (Ciputat : Lembaga Penelitian  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 
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Pengertianc Anak Secarac cSosiologis, Pengertianc Anak Secarac 

Psikologisc dan Pengertianc Anak Secarac cYuridis, Definisi Anak 

Sebagai Korban dan Pengertian Perlindungan cHukum. 

Bab ketiga, Regulasi Pornografi Terhadap Undang-Undang : 

Latar Belakang meliputi : Latar Belakang Sosiologis, Latar Belakang 

Filosofis, dan Dasar Hukum. 

Bab keempat,. Analisis Pasal 14 Sd Pasal 16 UU No 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Pornografi Di Media Sosial : Urgensi Pasal 4 sd Pasal 16 UU 

No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Anak Sebagai Korban 

Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial dan Implikasi Hukumnya 

Terhadap Anak.  

Bab kelima, Penutup, terdiri atas kesimpulanc dan csaran. 

 

 

 

 

 


